
 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/329/Kept./403.013/2021 

TENTANG 

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

PADA PUSKESMAS TAHUN 2022 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang :  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (4) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 

dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, 

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada 

Puskesmas Tahun 2022; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 

SALINAN 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);  

  6. Peraturan Presiden Nomor 82  Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 

82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 130); 

  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 33);  

  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157);  

  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 

2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar 

Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);  
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

KESATU : Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Puskesmas Tahun 2022, sebagai berikut:  

a. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa 

pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditetapkan 

sebesar 60% (enam puluh persen); 

b.  Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran 

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 

pada Puskesmas sebesar 40% (empat puluh 

persen), dengan rincian sebagai berikut:  

b.1. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis 

pakai sebesar 20% (dua puluh persen); dan  

b.2. kegiatan operasional pelayanan kesehatan 

lainnya sebesar  20% (dua puluh persen). 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

      Ditetapkan di Magetan 

      pada tanggal  21 Desember 2021 

 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


